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PENDAHULUAN

[bookmark: _Toc209955779][bookmark: _Toc211522974]Latar Belakang
Perkembangan usaha rumah kos di Kelurahan Sempaja Selatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data Badan Pusat Statistik (2023), sektor akomodasi termasuk rumah kos mengalami pertumbuhan rata-rata 5,2% per tahun di wilayah perkotaan Indonesia. Sebagai salah satu bentuk akomodasi yang banyak diminati, terutama di daerah perkotaan, rumah kos memberikan kontribusi ekonomi yang cukup besar. Namun, di balik pertumbuhan ini, terdapat permasalahan terkait pemahaman dan kepatuhan pemilik usaha rumah kos terhadap kewajiban perpajakan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), usaha rumah kos termasuk dalam kategori yang wajib dikenakan pajak. Namun, penelitian sebelumnya oleh. Cahya Susena et al., 2025 menunjukkan bahwa implementasi aturan ini di lapangan masih menemui berbagai kendala, terutama terkait pemahaman dan kesadaran para pemilik usaha.
Penelitian ini penting dilakukan karena dapat memberikan gambaran nyata tentang tingkat pemahaman pemilik usaha rumah kos terhadap kewajiban perpajakan mereka. Seperti dikemukakan oleh Mardiasmo (2019), pemahaman yang baik tentang perpajakan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan strategi sosialisasi yang lebih efektif.
[bookmark: _Toc209955780][bookmark: _Toc211522975]Rumusan Masalah
[bookmark: _Hlk160541309]Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana tingkat pemahaman pemilik usaha rumah kos di Kelurahan Sempaja Selatan mengenai kewajiban pemungutan pajak?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan pemilik usaha rumah kos dalam memenuhi kewajiban perpajakan?
3. Bagaimana persepsi pemilik usaha rumah kos terhadap peran pemerintah dalam sosialisasi perpajakan?
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Penelitian ini bertujuan untuk:
1. Menganalisis tingkat pemahaman pemilik usaha rumah kos mengenai kewajiban perpajakan
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak berdasarkan teori planned behavior (pereat)
3. Mengetahui persepsi pemilik usaha terhadap peran pemerintah dalam sosialisasi perpajakan
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Manfaat penelitian ini meliputi:
1. Bagi Pemilik Usaha: Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan
2. Bagi Pemerintah Daerah: Memberikan masukan untuk penyusunan kebijakan dan strategi sosialisasi yang lebih efektif
3. Bagi Akademisi: Menambah literatur tentang kepatuhan pajak di sektor usaha informal
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TINJAUAN PUSTAKA
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Pajak ialah iuran rakyat kepada negara berdasarkan ketetapan undang-undang yang sifatnya dapat dipaksakan tanpa memberikan jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung, serta digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dan digunakan sebagai sumber dana bagi pelaksanaan tugas-tugas negara (Ginting & Irawan, 2022). 
Pajak juga diartikan sebagai kontribusi wajib yang dikenakan pemerintah kepada individu maupun badan hukum. Kontribusi ini bersifat legal dan telah diatur oleh hukum dengan tujuan untuk mendukung operasional pemerintah serta menyediakan pelayanan publik. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia di era modern ini, terutama sebagai instrumen utama penerimaan negara (Faruq et al., 2024). 
Selain itu, pajak merupakan pungutan wajib dari masyarakat untuk kas negara tanpa adanya imbalan secara langsung, yang selanjutnya digunakan pemerintah untuk keperluan negara, baik dalam menyediakan pelayanan publik maupun mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Secara ekonomi, pajak dapat diartikan sebagai pengalihan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik yang dikelola oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan pembangunan. Pajak memiliki dasar hukum yang kuat dan dilaksanakan secara sistematis oleh lembaga perpajakan negara (Mita Teresia, 2022).
[bookmark: _Toc211522980]Pajak Daerah
Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang  dengan  tidak  mendapatkan imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  daerah  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai dengan apa yang termaktub di dalam konsederan UU No. 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah  merupakan  salah  satu  sumber  Pendapatan  Daerah  yang penting guna membiayai penyelenggaraan Daerah dan Pembangunan Daerah. Pajak daerah merupakan  kontribusi  wajib  bagi  masyarakat  yang  tinggal  dalam  suatu  wilayah  tertentu. Pendapatan dari pajak ini kemudian digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan. Beberapa peran penting pajak daerah dalam pembangunan  ekonomi  lokal  yaitu  Pendanaan  Infrastruktur,  Pemberdayaan  Usaha  Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),Penciptaan Lapangan Kerja, Peningkatan Kualitas Sumber Daya  Manusia  (SDM),  dan  Stabilitas  Ekonomi.  Tingkat  urbanisasi  suatu  daerah  secara signifikan mempengaruhi efektivitas pajak daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan perbedaan karakteristik, potensi ekonomi, dan kebutuhan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Seperti di daerah perkotaan, pengumpulanpajak cenderung lebih efektif karena adanya sistem administrasi yang lebih baik dan kesadaran masyarakat yang lebih tinggi tentang pentingnya membayar pajak. Sebaliknya, di daerah pedesaan, pengumpulan pajak sering kali menghadapi kendala seperti sulitnya menjangkau wajib pajak dan rendahnya kesadaran masyarakat. Untuk  meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  penggunaan  dana  pajak, seharusnya mempublikasikan laporan keuangan dan terapkan mekanisme pengawasan yang  efektif. Sebaiknya pemerintah lebih fokus mengalokasikandana pajak pada sektor-sektor  yang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti infrastruktur, pendidikan,dan Kesehatan.  Selain  itu,  penting untuk mengevaluasi dan memonitoring secara  berkala terhadap  efektivitas  penggunaan  dana  pajak  untuk  memastikan  bahwa  dana  tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan.(Romoaldus Smayuni Nai, 2024)
Pajak daerah  menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  adalah  kontribusi wajib  kepada  daerah  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  usaha  yang bersifat   memaksa   berdasarkan   Undang-Undang   dengan   tidak   mendapatkan imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  daerah  bagi  sebesar-besarnya   kemakmuran   rakyat.   Adapun   yang   termasuk   jenis   pajak   daerah berdasarkan pasal 4 UU No. 1 Tahun 2022 yaitu: 
· Pajak  daerah  yang  dipungut  oleh  provinsi,  terdiri  dari  Pajak  Kendaraan Bermotor  (PKB),  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  (BBNKB),  Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok dan  opsen pajak MBLB; 
· Pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten/kota, terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2),  Bea  Perolehan  Hak  atas Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB),  Pajak  Barang  dan  Jasa  Tertentu  (PBJT), Pajak  Reklame,  Pajak  Air  Tanah  (PAT),  Pajak  Mineral  Bukan  Logam  dan Batuan  (PMBLB),  Pajak  Sarang  Burung  Walet,  Opsen  PKB  dan  Opsen BBNKB.
[bookmark: _Toc211522981]Fungsi Pajak 
Menurut Rochmat Soemitro, pajak memiliki tiga fungsi utama, yaitu: fungsi budgeter (anggaran), fungsi pengaturan, dan fungsi untuk mengatasi inflasi. Secara lebih umum, ada empat fungsi pajak yang dikenakan kepada masyarakat, yaitu: 
1. Fungsi Finansial (Budgeter): Pajak digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tugas dan program-programnya. 
2. Fungsi Pengaturan (Regulerend): Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah, baik di bidang sosial maupun ekonomi. Misalnya, pajak yang tinggi pada minuman keras bertujuan untuk mengurangi konsumsi barang tersebut. 
3. Fungsi Stabilitas: Dengan adanya pajak, pemerintah memperoleh dana yang diperlukan untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat, serta memungut dan menggunakan pajak secara efektif dan efisien. 
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan: Pajak yang dikumpulkan oleh negara digunakan untuk membiayai kepentingan umum, termasuk pembangunan yang dapat menciptakan lapangan kerja. Pada akhirnya, hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan.(Cahya Susena et al., 2025)
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Ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah ke masyarakat atau wajib pajak, yang dapat digolongkan menjadi tiga jenis yaitu: 
a) Menurut golongan pajak dikelompokan menjadi dua,yaitu:
1. Pajak langsung ialah pajak yang harus ditanggung sendiri bagi wajib pajak, tidak  dapat dialihkan  atau  dibebankan  kepada  orang  lain  seperti  halnya pada pajak penghasilan.
2. Pajak  tidak  langsung  ialah  pajak  yang  dapat  dibebankan  atau  dialihakan kepada   orang   lain.   Pajak   terjadi   pada   suatu   kegiatan,   atau   bahkan perbuatan  yang  dapat  menyebabkan  terutangnnya  pajak,  seperti  terjadi penyerahan barang atau jasa termasuk ke pajak pertambahan nilai (PPN).
b) Pajak menurut sifatnya :
1. Pajak  Subjektif  adalah  pajak  yang  pengenaanya  melihat  keadaan  pribadi wajib pajak yang merhatikan keadaan dan  kondisi (PPH)
2. Pajak  objektif  ialah  pajak  yang  dikenakan  dengan  memperhatikan  benda, perbuatan, atau objek-objek lainnya yang dapat mengakibatkan timbulnya kewajiban untuk membayar pajak. Seperti pajak pertambahan nilai (PPN), pajak  penjualan  atas  barang  mewah  (PPnBM),  serta  pajak  bumi  dan bangunan (PBB).
c) Menurut lembaga pemungutan pajak:
1. Pajak  pusat  ialah  pajak  yang  pemungutannya  dilakukan  oleh  pemerintah dan  dugunakan  untuk  keperluaran  negara  pada  umumnya,  seperti  Pajak Penghasilan,  Pajak  pertambahan  Nilai,  dan  Pajak  penjualan  atas  barang mewah. 
2. Pajak  daerah  yaitu  pajak  yang  dipungut  pemerintah  daerah  baik  pajak provinsi,ataupun pajak kabupaten/ kota yang digunakan untuk membiayai daerah masing-masih, seperti pajak kendaraaan bermotor, pajak air tanah, pajak  hotel,  pajak retaurant  serta  Bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan bangunan. (Rioni, 2020)
[bookmark: _Toc211522983]Sistem Pemungutan Pajak
Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton dalam bukunya Hukum Pajak menjelaskan bahwa ada empat macam sistem pemungutan pajak, yaitu: 
1. Official Assessment System: Sistem ini mengharuskan pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak bersikap pasif dan hanya menunggu keputusan fiskus yang berbentuk surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah utang pajak yang harus dibayar. 
2. Semi Self Assessment System: Sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak dan fiskus untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. Di awal tahun pajak, wajib pajak memperkirakan sendiri berapa jumlah pajak yang harus dibayar untuk tahun tersebut dan melakukan pembayaran angsuran. Pada akhir tahun, fiskus akan menentukan berapa jumlah pajak yang sebenarnya harus dibayar berdasarkan laporan yang diberikan oleh wajib pajak. 
3. Self Assessment System: Dalam sistem ini, wajib pajak sepenuhnya bertanggung jawab untuk menghitung, mengajukan, menyetorkan, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Fiskus tidak terlibat dalam proses perhitungan pajak, kecuali jika wajib pajak melanggar aturan yang berlaku. 
4. Withholding System: Sistem ini memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang terutang atas nama wajib pajak. Pihak ketiga tersebut kemudian menyetorkan dan melaporkan pajak yang telah dipotong kepada fiskus. Dalam sistem ini, fiskus dan wajib pajak tidak aktif, karena fiskus hanya bertugas mengawasi pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. (Cahya Susena et al., 2025)
[bookmark: _Toc211522984]Kendala Pemungutan Pajak 
Peraturan perpajakan di Indonesia telah disusun dan diberlakukan, namun dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan masalah dan hambatan. Hal ini berdampak pada hasil penerimaan pajak yang menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Beberapa faktor yang menyebabkan kendala dalam pelaksanaan perpajakan akan dijelaskan secara umum di bawah ini. Salah satu masalah utama adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak, manfaatnya, dan sanksi yang akan diterima jika kewajiban pajak diabaikan. Selain itu, tingkat pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) juga masih rendah, sehingga banyak wajib pajak yang belum memahami prosedur pendaftaran, cara menghitung, dan melaporkan objek pajak yang mereka miliki. Masalah ekonomi juga turut berperan, di mana sebagian wajib pajak yang memiliki pendapatan rendah lebih memprioritaskan kebutuhan dasar seperti biaya pendidikan dan kesehatan dibandingkan dengan kewajiban membayar pajak. Selain itu, masalah lain adalah kurangnya kualitas database perpajakan yang masih jauh dari standar internasional. 
Padahal, database yang akurat sangat penting untuk memastikan kebenaran pembayaran pajak melalui sistem self-assessment. Kurangnya database yang lengkap membuat riset mengenai kepatuhan wajib pajak menjadi sulit, dan ini juga mempengaruhi penegakan hukum serta efektivitas pemeriksaan pajak. Selain itu, ada juga persepsi negatif di kalangan masyarakat tentang penggunaan pajak, di mana sebagian wajib pajak merasa bahwa membayar pajak tidak akan memberikan manfaat, karena mereka percaya bahwa pajak tersebut akan digunakan secara boros atau bahkan diselewengkan oleh oknum di dalam institusi perpajakan. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak menyebabkan selisih yang semakin besar antara pajak yang dibayar dan yang seharusnya dibayar. Wajib pajak dengan penghasilan tinggi cenderung lebih patuh dibandingkan dengan yang berpenghasilan rendah, karena mereka lebih hati-hati dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Sementara itu, penerapan tarif pajak yang tinggi juga menjadi kendala, karena dianggap memberatkan wajib pajak. Kendala lain yang dihadapi dalam sistem perpajakan adalah ketidakselarasan antara peraturan pelaksanaan dengan undang-undang yang telah disahkan. Selain itu, terdapat banyak pungutan resmi dan tidak resmi, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang membebani masyarakat. Masalah lainnya adalah lemahnya penegakan hukum, serta adanya birokrasi yang rumit. Jika semua hal tersebut diatasi dengan baik, seharusnya dapat mendukung tercapainya good governance, yaitu pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Perlawanan terhadap pajak juga menjadi hambatan dalam upaya pemungutan pajak. (Cahya Susena et al., 2025)
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Kesadaran  perpajakan  adalah  kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi   kepada   negara   yang   menunjang pembangunan  negara.  Kesadaran  wajib  pajak berkonsekuensi  logis  untuk  wajib  pajak,  yaitu kerelaan  wajib  pajak  memberikan  kontribusi dana untuk pelaksaan fungsi perpajakan dengan cara  membayar  pajak  tepat  waktu  dan  tepat jumlah (Subarkah dan Dewi 2017). Menurut Mahfud, arfan dan Abdullah (2017) Kesadaran Wajib  pajak  dalam  menyelesaikan  kewajiban perpajakan     secara     tidak     langsung     ikut berpartisipasi  dalam  menunjang  pembangunan negara. (Rinny.M et al., 2022)
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Usaha rumah kos merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berperan penting dalam penyediaan hunian sementara bagi masyarakat. Umumnya, usaha ini menyasar pendatang dari luar desa, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi yang membutuhkan tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu dengan biaya yang relatif terjangkau. Seiring waktu, jenis dan bentuk rumah kos mengalami perkembangan yang cukup pesat. Saat ini, pilihan rumah kos sangat beragam, mulai dari yang sederhana dengan harga sewa rendah hingga yang eksklusif dengan fasilitas lengkap dan harga sewa tinggi. Keberagaman tersebut memungkinkan calon penyewa menyesuaikan tempat tinggal dengan kemampuan finansial masing-masing. Adapun sistem pembayaran pun berbeda-beda, ada yang menerapkan pembayaran bulanan hingga tahunan.(Rustam, Rasulong, et al., 2021)
Perkembangan rumah kos yang begitu pesat tidak hanya menunjukkan meningkatnya kebutuhan tempat tinggal sementara, tetapi juga memperlihatkan potensi ekonomi yang besar. Dalam konteks ini, usaha rumah kos tidak sekadar berfungsi sosial sebagai penyedia hunian, melainkan juga memiliki nilai strategis dalam menambah penerimaan daerah melalui sektor perpajakan. Oleh sebab itu, penting untuk memahami keterkaitan pajak - pajak antara usaha rumah kos dengan pajak daerah yang berlaku, serta ada beberapa golongan usaha rumah kos.
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Dalam sistem perpajakan daerah, usaha rumah kos dikategorikan sebagai jasa penginapan yang memiliki karakteristik serupa dengan hotel, sehingga dapat dikenai pajak dengan ketentuan yang hampir sama. Pajak tersebut dikenakan atas berbagai layanan yang diberikan oleh pengelola, baik berupa jasa utama seperti penyediaan kamar, maupun fasilitas tambahan yang meningkatkan kenyamanan penghuni, misalnya kebersihan, hiburan, atau sarana olahraga. Kebijakan ini bertujuan tidak hanya untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga sebagai wujud pemerataan beban pajak di antara pelaku usaha jasa penginapan.
Dalam pelaksanaannya, pihak yang menyewa kamar kos — baik individu maupun badan — menjadi subjek pajak, sementara pengelola rumah kos bertindak sebagai wajib pajak yang berkewajiban memungut dan menyetorkan pajak kepada pemerintah daerah. Dengan adanya ketentuan ini, peran usaha rumah kos menjadi lebih jelas, yakni tidak hanya sebagai penyedia hunian sementara, tetapi juga sebagai bagian dari kegiatan ekonomi yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah.(Rustam, Rasulong, et al., 2021)
Selanjutnya, untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, perlu dijelaskan bagaimana posisi rumah kos ditetapkan sebagai objek pajak dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) serta Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, rumah kos termasuk dalam objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas sewa rumah dan/atau bangunan, atau dapat pula digolongkan sebagai objek Pajak Hotel tergantung pada pengaturan di masing-masing daerah.
Sebagai implementasinya, Pemerintah Kota Samarinda mengatur hal tersebut melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Pasal 6 ayat (1). Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa rumah kos, losmen, wisma, dan sejenisnya yang memiliki lebih dari sepuluh kamar dikenakan pajak hotel. Objek pajak mencakup seluruh layanan yang disediakan oleh rumah kos, termasuk fasilitas penunjang seperti keamanan, kebersihan, serta penggunaan ruang bersama. Sementara itu, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menikmati layanan penginapan, dan pengelola rumah kos ditetapkan sebagai wajib pajak.
Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah memberikan perhatian khusus terhadap kegiatan usaha rumah kos karena dianggap memiliki potensi pajak yang cukup besar. Penetapan rumah kos sebagai objek pajak juga menjadi dasar hukum yang memperkuat pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan usaha sewa kamar, sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap penerimaan pajak daerah.
Untuk melihat sejauh mana potensi tersebut dapat dikembangkan, perlu diketahui pula bagaimana usaha rumah kos diklasifikasikan berdasarkan skala dan sistem pengelolaannya.
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Berdasarkan penelitian Badan Pusat Statistik (BPS, 2020), usaha rumah kos di Indonesia terbagi menjadi tiga kategori utama berdasarkan skala operasionalnya. Pertama, kos sederhana, yaitu rumah kos dengan kapasitas kurang dari 10 kamar yang umumnya dikelola secara perorangan dengan fasilitas terbatas. Kedua, kos menengah, yaitu rumah kos dengan kapasitas antara 10 hingga 30 kamar, biasanya telah memiliki sistem manajemen yang lebih terstruktur dan menyediakan fasilitas tambahan seperti area bersama, sistem keamanan, dan layanan kebersihan. Ketiga, apartemen kos, yaitu rumah kos dengan kapasitas lebih dari 30 kamar yang dikelola secara profesional dan menawarkan fasilitas lengkap layaknya apartemen.
Klasifikasi ini menggambarkan bahwa usaha rumah kos di Indonesia terus berkembang, baik dari segi jumlah maupun kualitas pengelolaannya. Semakin besar skala usaha, semakin tinggi pula potensi kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah. Di kota-kota besar seperti Samarinda, di mana mobilitas penduduk tergolong tinggi, keberadaan usaha rumah kos sangat membantu dalam penyediaan hunian sementara sekaligus memperkuat sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui mekanisme pajak hotel kategori rumah kos. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara usaha rumah kos, klasifikasinya, dan kewajiban perpajakan daerah membentuk satu kesatuan sistem ekonomi yang saling mendukung dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah
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Pemungutan pajak rumah kos di Kota Samarinda memiliki landasan hukum yang jelas dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pada Pasal 6 ayat (1) ditegaskan bahwa definisi hotel meliputi rumah kos yang memiliki jumlah kamar lebih dari sepuluh. Dengan demikian, rumah kos baru dikenakan kewajiban pajak apabila memiliki minimal 11 kamar. Lebih lanjut, Perda ini menetapkan tarif pajak berbeda berdasarkan jumlah kamar, yaitu:
1. 5% untuk rumah kos dengan 11–20 kamar,
2. 7% untuk rumah kos dengan lebih dari 20 kamar,
3. tarif maksimal pajak hotel sebesar 10%.
Aturan ini menegaskan bahwa rumah kos skala kecil dengan kurang dari 11 kamar dikecualikan dari objek pajak, sementara rumah kos dengan kapasitas menengah hingga besar diperlakukan sama dengan hotel sebagai objek pajak daerah. Landasan hukum ini memiliki implikasi penting, karena menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak serta memberikan kepastian hukum bagi pemilik usaha rumah kos terkait kewajiban perpajakan.
[bookmark: _Toc211522991]Teori Kepatuhan ( Complience Theory)
Menurut    Rahman    (2010:32)    bahwa kepatuhan    adalah    suatu    peraturan    yang menyatakan   wajib   pajak melaksanakan   hak perpajakan dan memenuhi kewajiban perpajakan.  Terdapat  dua  macam  kepatuhan, yaitu:     Kepatuhan     Formal     adalah     suatu peraturan  yang  sesuai  dengan  Undang-undang perpajakan.   Dan   kepatuhan   Material   yaitu kepatuhan  material  sesuai  dengan  isi  undang-undang  perpajakan  dalam  kepatuhan  formal. Pada penelitian ini Teori kepatuhan digunakan untuk  menjelaskan  bagaimana  pengaruh  dari varibelpemahaman   wajib   pajak,   pelayanan wajib pajak, Kesadaran Wajib Pajak  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Rinny.M et al., 2022)
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1. Andi Rustam, Ismail Rasulong, Indri Nursyafirah (2021) 
Dengan judul ”perspektif pemilik usaha rumah kos tentang pemahaman pajak hotel terkait peningkatan pendapatan asli daerah kota makassar” Berdasarkan studi terdahulu di Kota Makassar, rendahnya pemahaman pajak dan tarif yang dianggap memberatkan menjadi penyebab utama penghindaran pajak oleh pemilik kos. Persamaan penelitian ini terletak pada objek kajiannya, yaitu mengidentifikasi perspektif pemilik usaha kos sebagai akar masalah ketidakpatuhan pajak. Namun, perbedaan utamanya adalah konteks lokasi dan fokus analisis. Penelitian ini dilakukan sebagai respons atas fenomena nyata di lapangan, yaitu masih banyaknya pemilik kos di Kelurahan Sempaja Selatan, Samarinda, yang belum dan tidak mau membayar pajak. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menguji temuan dari Makassar, tetapi secara khusus dirancang untuk mendiagnosis penyebab ketidakpatuhan tersebut dengan menyelami perspektif para pemilik kos, guna menemukan solusi yang kontekstual bagi permasalahan pemungutan pajak daerah di wilayah ini. (Rustam, Rasulong, et al., 2021)
2. Vigo Satrioa, Ridfa Chairanib, Rousdy Safari Tambac, Novi Suryanid (2022)
Dengan judul “Studi Kepustakaan Tingkat Pemahaman Pemilik Rumah Kos Dalam Memenuhi Pajak Hotel”  Penelitian sebelumnya yang murni studi kepustakaan telah mengidentifikasi tiga masalah utama mengenai pemahaman pajak rumah kos, yaitu kurangnya sosialisasi dari pemerintah, ketidakadilan tarif 10%, dan rendahnya kesadaran wajib pajak. Persamaan penelitian saya dengan studi terdahulu terletak pada fokus penelitian yang sama, yaitu menganalisis tingkat pemahaman pemilik rumah kos terhadap kewajiban perpajakan mereka. Namun, perbedaan mendasarnya ada pada pendekatan metodologi - sementara penelitian sebelumnya hanya mengandanalisis data sekunder dari literatur, penelitian saya menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam secara langsung dengan para pemilik rumah kos di Kelurahan Sempaja Selatan untuk mendapatkan data primer yang aktual dan kontekstual. (Satrio et al., 2022)
3. Ferry Aziz Dwi Priyambodo (2021)
Dengan judul “Pemungutan pajak dari sektor rumah kos menurut peraturan daerah kota surabaya nomor 4 tahun 2011 tentang pajak daerah ”  Penelitian sebelumnya di Kota Surabaya menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus utama pada analisis aspek hukum dalam Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang pemungutan pajak rumah kos. Persamaan dengan penelitian saya terletak pada objek material yang sama, yaitu kebijakan pemungutan pajak pada sektor rumah kos. Namun, perbedaan mendasar terdapat pada pendekatan dan fokus penelitian - sementara penelitian di Surabaya menganalisis aspek legal formal peraturan perundang-undangan, penelitian saya menggunakan pendekatan kualitatif empiris untuk menyelami perspektif dan pemahaman langsung dari pemilik usaha rumah kos di Kelurahan Sempaja Selatan mengenai implementasi kebijakan pemungutan pajak tersebut. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penelitian saya melengkapi kekosongan akademik dengan memberikan perspektif bottom-up dari pelaku usaha sebagai subjek yang langsung terkena dampak kebijakan perpajakan daerah. (Priyambodo, 2021)

[bookmark: _Toc211522993]Kerangka Pikir
[image: ][bookmark: _Toc211437864]Gambar 2.1, Kerangka Berpikir



















[bookmark: _Toc209955804][bookmark: _Toc211522994]
METODE PENELITIAN
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Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk mengetahui sudut pandang pemilik usaha rumah kos terhadap pemungutan pajak rumah kos di Kota Samarinda, khususnya di Kelurahan Sempaja Selatan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami pengalaman dan pandangan informan secara subjektif dalam situasi yang alami tanpa dimaksudkan untuk generalisasi. Dan Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggambarkan secara mendalam tentang  perspektif dan pemahaman pemilik rumah kos terhadap kewajiban perpajakan yang dikenakan kepada usaha rumah kos. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna, motivasi, dan persepsi dari informan secara komprehensif
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Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah tersebut memiliki banyak usaha rumah kos aktif yang beroperasi dan memiliki potensi untuk dikenakan pajak. Penelitian direncanakan berlangsung selama tiga bulan, yaitu pada bulan  Oktober hingga Desember 2025.

[bookmark: _Toc209955807][bookmark: _Toc211522997]Subjek dan Informan Penelitian
Subjek penelitian ini adalah pemilik rumah kos yang aktif mengelola usaha kos dengan minimal lima kamar yang disewakan. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian.
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1. Wawancara Mendalam (In-depth Interview): Dilakukan terhadap pemilik rumah kos untuk menggali pemahaman, sikap, dan pandangan mereka mengenai pajak rumah kos.
2. Observasi Langsung: Peneliti melakukan observasi terhadap lingkungan fisik rumah kos, sistem pengelolaan, dan interaksi antara pemilik dan penyewa.
3. Dokumentasi: Mengumpulkan dokumen atau bukti administratif terkait kegiatan usaha kos, seperti brosur, bukti pembayaran, atau surat pemberitahuan pajak (jika ada).
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Data dianalisis menggunakan model interaktif dari (Miles & Huberman, 1994), yang terdiri atas:
1. Reduksi Data: Memilah, menyederhanakan, dan merangkum data dari hasil wawancara dan observasi.
2. Penyajian Data: Menyusun data dalam bentuk naratif atau matriks untuk mempermudah pemahaman.
3. Penarikan Kesimpulan: Membuat interpretasi terhadap temuan data serta menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis.
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Untuk menjaga validitas data, peneliti melakukan:
· Triangulasi Sumber: Membandingkan data dari beberapa informan.
· Member Check: Mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan.
· Peer Debriefing: Melibatkan pihak ketiga (rekan sejawat) untuk mengevaluasi dan memberikan masukan terhadap proses analisis data.
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